
 
 

 
 

 
 

BUPATI NATUNA 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA 

NOMOR  2  TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA 

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA NUSA 
KABUPATEN NATUNA  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NATUNA, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 70 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan 

investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk 
memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau 
manfaat lainnya; 

 
  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 71 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Atasa Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
penyertaan modal pemerintah daerah dalam 
bentuk investasi jangka panjang dapat 

dilaksanakan dan dianggarkan apabila jumlah yang 
akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan 
telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang 

penyertaan modal daerah; 
 

  c. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Air 
Minum Tirta Nusa Kabupaten Natuna dilaksanakan 
sebagai bagian dari upaya untuk pencapaian target 

Program Internasional Milenium Development Goals 



(MDG’s) yaitu pembangunan jaringan untuk 
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);  

 
  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c  di 
atas, pengaturannya perlu ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang  Negara Republik Indonesia 

Nomor  5  Tahun  1962    tentang   Perusahaan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2387) 
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perubahan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2901); 

 
  2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia  

Nomor  53  Tahun  1999    tentang   Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam; 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, 
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota 
Batam; (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 

 

  3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 
  4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 



Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

 
  5. Undang-Undang Negara Rebuplik Indonesia Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

 
  6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

  7. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia 
Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4490); 
 
  8. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia 

Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 

  9. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 
 
  10. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

 



  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 
 
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 

2012 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

754); 
 
  13.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang 

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta 
Nusa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 

2006 Nomor 3); 
 
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 

Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Natuna Tahun 2013 Nomor 6); 

 
  15. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 25 

Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150). 

   
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAHKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA 

 
Dan 

 

BUPATI NATUNA 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN 

MODAL DAERAH KABUPATEN NATUNA KEPADA 

PERUSAHAAN AIR MINUM TIRTA NUSA 
KABUPATEN NATUNA. 

 
 
 

 



 
BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  

 
1. Daerah adalah Kabupaten Natuna. 

 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna. 
 

3. Bupati adalah Bupati Natuna. 
 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Natuna. 

 
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM 

adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa Kabupaten 

Natuna. 
 

6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak 

dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk 
diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah 

Kabupaten Natuna kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 

yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah 

daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

 
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah 

yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

 

10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun anggaran berikutnya. 

 


